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ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang
pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga/rumah tangga Yyang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut
diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Batas usia tersebut
diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang berbunyi
Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu untuk menjamin
adanya suatu bentuk kepastian hukum dan keadilan bagi warga
negaranya, Negara berusaha untuk memberikan kemudahan dengan
adanya pemberian dispensasi kawin bagi calon pasangan suami dan
atau istri yang belum berumur 19 tahun sebagai persyaratan untuk
dapat melangsungkan perkawinan. Meskipun Undang-undang
memberikan kelonggaran bagi calon suami istri yang belum mencapai
umur untuk mengadakan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap
permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena Pengadilan
berwenang untuk menolak permohonan dispensasi jika telah
dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang
memungkinkan dicegahnya perkawinan dibawah umur. banyaknya
pengajuan permohonan dispensasi kawin yang masuk, salah satu
faktor nya karena hamil diluar nikah. Oleh karena itu menarik untuk
diteliti mengenai bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama
dalam memberikan dispensasi nikah karena hamil, kemudian
bagaimana apabila hal ini dianalisis berdasarkan yuridis. Fokus
pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis
mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang
tentang dispensasi nikah karena hamil.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
Pengumpulan sumber data primer pada penelitian ini dilakukan
dengan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Sumber data
primer diperoleh dari wawancara kepada hakim Pengadilan Agama
Tanjung Karang, dan sumber data sekunder yaitu data-data yang dapat
mendukung penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal, artikel dan lain
sebagainya yang dirasa bersangkutan.



Hasil penelitian ini yaitu, bahwasannya pertimbangan hakim
dalam mengabulkan perkara dispensasi ini terdapat dua sisi, yaitu
secara formil dan materil dan diluar hukum formil dan materil. Secara
formil bahwa hakim telah menerima dan mendengarkan syarat-syarat
yang diajukan oleh pemohon, bukti-bukti berupa surat, kemudian
saksi-saksi dan kemudian dukungan berupa komitmen dari kedua
belah pihak orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masa
depan anak, secara materil yaitu berdasarkan dasar-dasar hokum yang
ada. Yang kedua diluar hukum formil dan materil. Yaitu kemaslahatan
dan kemudharatan akibat hamil diluar nikah dan kekhawatiran orang
tua. Atas dasar dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut maka hakim
memandang bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut perlu
dikabulkan. Oleh karena itu apabila di analisis secara yuridis
pertimbangan Hakim telah sesuai dan tidak bertentangan dengan
hukum positif yang ada, dengan mempertimbangkan kebaikan anak
kedepannya.
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“Nikah adalah sunahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunahku,

maka ia bukan umatku.” (HR. Ibnu Majah dari riwayat Sayyidah
Aisyah)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal dalam penelitian dan guna memudahkan
pembaca dalam memahami pokok bahasan pada penulisan skripsi ini,
maka perlu adanya penegasan judul agar tidak menimbulkan
kekeliruan dan kesalah-pahaman mengenai makna atau definisi yang
terkandung di dalamnya, maka peneliti terlebih dahulu akan
menguraikan secara singkat dan jelas istilah-istilah yang terdapat
dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan
Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang
Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang”.
(Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk). Adapun beberapa hal
penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Analisis
Secara umum arti dari analisis adalah aktivitas yang memuat
sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah
sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut
kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan
maknanya. Menurut yahya harahap, pengertian Analisis adalah
upaya untuk memecahkan atau menguraikan sesuatu  unit
menjadi berbagai unit terkecil.*
2. Yuridis
Pengertian yuridis adalah sesuatu yang  terjamin
kebenarannya dan terbukti secara hukum yang berlaku.?

! Zakky, “Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Dan Secara Umum
[Lengkap],”Zonareferensi.com,2020, https://www.zonareferensi.com/pengertian-
analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/.

2 Imam Bukhori, “Kajian yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan
Agama Jember (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang
Pengesahan Perkawinan Di Bawah Tangan),” Falasifa, no. 1 (Maret 2016): 112,
http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/falasifa/article/view/7/83
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3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang
mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung
kepastian hukum.® Pertimbangan hakim adalah suatu tahap di
mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang
terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan
hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam memutuskan
atau menetapkan suatu perkara dalam menentukan terwujudnya
nilai dari suatu putusan hakim. Putusan hakim mengandung
kepastian hukum dan juga mengandung manfaat bagi pihak-pihak
yang berperkara sehingga Pertimbangan hakim ini harus disikapi
dengan teliti, baik dan cermat.”

4. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah terdiri dari dua kata yaitu dispensasi dan
nikah. Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
memiliki dua arti, pertama yaitu, pengecualian dari aturan karena
adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu
kewajiban atau larangan. Kedua yaitu pengecualian tindakan
berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan
perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.
Menurut kamus hukum dispensasi mempunyai arti suatu
pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan (peraturan-peraturan)
hukum ataupun Undang-undang yang seharusnya berlaku secara
formil.

® Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Putusan Tehadap Residivis Pengedar Nakotika Di Kota Yogyakarta,” Journal
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, no. 7 (2016): 16.

* Setiawan Nanda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan
Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/Pa.Twg Tentang Dispensasi Kawin
Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”
(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 33.



Penggabungan kata dispensasi nikah adalah pemberian izin
untuk melakukan pernikahan karena adanya sesuatu yang
mengharuskan untuk melakukan suatu pernikahan.®

5. Anak dibawah Umur

Pengertian anak usia dini memiliki batasan usia dan
pemahaman yang beragam, tergantung dari sudut pandang yang
digunakan. Secara tradisional pemahaman tentang anak sering
diidentifikasikan sebagai manusia dewasa mini, masih polos dan
belum bisa apa-apa atau dengan kata lain belum mampu berfikir.
Pemahaman lain tentang anak usia dini adalah anak merupakan
manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus
dikembangkan. masa anak usia dini dimulai stelah bayi yang
penuh dengan ketergantungan, yaitu Kira-kira usia 2 tahun sampai
saat anak matang secara seksual.®

6. Hamil di luar Nikah

Hamil di luar Nikah yaitu keadaan seseorang wanita yang
mengandung anak atau janin di dalam rahimnya setelah terjadi
pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual yang dilakukan
diluar pernikahan yang sah.’

7. Pengadilan Agama
Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara
antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan,
Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shadagah berdasarkan
Hukum Islam.®

® Baihaqi Muhamad, “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil
Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama
Kendal)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 39.

® Aris Priyanto, “Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini
Melalui Aktivitas Bermain,” Jurnal llmiah Guru (COPE), no. 02 (November
2014): 42, https://doi.org/10.21831/jig%20cope.v0i2.2913

7 Erwin Hatta, “Penerapan Hukum Adat Desa Tuo Sumay Dalam
Terjadinya Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam” (Skripsi,
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 8.

® Cik Hasan Basri, Peradilan Agama Di Indonesia, Edisi Revi (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2003), 3.



Berdasarkan beberapa uraian dari definisi judul diatas maka
maksud dari judul ini adalah menganalisis secara yuridis atau
secara hukum pertimbangan hakim tentang pemberian dispensasi
nikah bagi anak yang hamil di luar nikah, sebagaimana yang
tertuang dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis
Pertimbangan Hakim tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi
Anak yang Hamil di luar Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung
Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup
sendiri dalam memenuhi kebutuhanya, dikarenakan
ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhanya sendiri, Allah
SWT menjadikan manusia agar dapat hidup berpasang-pasangan
yang di implementasikan dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah
dimata Allah SWT. Hal tersebut diharapkan agar manusia dapat
hidup berpasang-pasangan dengan saling mengisi, membantu dan
bekerjasama dengan tetap menjunjung tinggi tujuanya yaitu
memenuhi kebutuhan dan kewajibanya. Allah SWT berifirman:

& OV 85 et 5 o S R I8 21550 315 sall G
“Mahasuci  (Allah) yang telah menciptakan semuanya
berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan
dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka
ketahui”.(Q.S. Yasin: [36]: 36)

Perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam
melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan
perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran Agama. "Barang-
siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran)
Agama nya, yang separuh lagi, hendaklah ia tagwa kepada Allah"
demikian sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan)
Rasulullah.

Menurut istilah syara’ perkawinan ialah akad yang ditetapkan
syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan
perempuan. Pengertian ini tamapaknya dibuat hanya melihat dari satu



segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki
dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan.’
Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai
kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan
memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang
Allah. Agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang
(kalau sudah memenuhi illat atau alasannya) untuk kawin dapat
dibaca dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah yang Kkini
terekam dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Tujuannya jelas agar
manusia dapat melanjutkan keturunan, membina mawaddah
warrahmah (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.™
Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 1, Allah SWT berfirman:
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“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah)
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 1)

Untuk menjembantani terwujudnya pernikahan yang sesuai
dengan tujuan dari pernikahan, maka Undang-undang Perkawinan
telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus
dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu dasar-dasar yang
dimaksud ialah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

® Riyan Erwin Hidayat, “Problematika Kawin Hamil dalam Perspektif
Hukum Keluarga,” El-1zdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family
Law, no. 1 (Juni 2016): 51, https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3il1.12327

0 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama, Cet. 1
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 3.



2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perubahan
Umur Perkawinan) dimana “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria
dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Namun begitu, ternyata ketentuan pembatasan umur dalam
perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang
Perubahan Umur Perkawinan dapat dikesampingkan dengan meminta
dispensasi perkawinan kepada Pengadilan, yakni Pengadilan Agama
bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang
beragama non-Islam. Hal itu diatur dalam ketentuan selanjutnya,
tepatnya pada Pasal 7 ayat (2) UU Perubahan Umur Perkawinan.™

Dispensasi perkawinan ini juga dapat diartikan sebagai bentuk
kelonggaran hukum. Dispensasi perkawinan juga memberikan
kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas
bermanfaat atau tidaknya.

Sebagaimana diketahui bersama, anak merupakan tongkat
penentu masa depan suatu negara. Oleh sebab itu, agar anak mampu
melanjutkan maupun memajukan negaranya dengan baik haruslah
mendapat perlindungan hak-hak atas anak. di Indonesia, telah ada
Undang-undang yang memberikan perlindungan hak atas anak, yaitu
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tengan Perlindungan Anak
(selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak). Menurut
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak, anak
didefinisikan sebagai “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
Memang, Undang-undang Perkawinan Perubahan telah mengubah
ketentuan pembatasan umur dalam perkawinan menjadi sama rata
dan juga di atas dari definisi anak tersebut, yakni pihak pria dan
wanita harus berumur 19 tahun. Namun, dengan adanya ketentuan
dispensasi perkawinan, hal ini justru membuka peluang adanya

"' Thoby Nusabahari et al., “Yustisia Analisis Dispensasi Perkawinan
Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama
Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/ PA.Srg," Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas
Akhir, no. 1 (Agustus 2021): 22-57,
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index



perkawinan antara pria dan wanita yang berumur di bawah 18 tahun,
yang mana artinya terjadi suatu pertentangan. Hal itu dikarenakan
seharusnya bagi mereka yang berumur di bawah 18 tahun
memperolen hak nya, yakni berhak untuk hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan deskriminasi.*

Dalam Hukum Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan
usia minimal perkawinan secara definitif, Usia kelayakan perkawinan
adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada 'wa
al wujub) sebagai ketentuannya.*®

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait pemberian izin
dispensasi nikah terhadap anak yang hamil di luar nikah diatur dalam
Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan
pria yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1)
dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran
anaknya.

3. Dengan dilangsungkan nya perkawinan pada saat wanita hamil,
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung
lahir.**

Meskipun Undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon
suami istri yang belum mencapai umur untuk mengadakan
perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat
dikabulkan. Karena Pengadilan berwenang untuk menolak
permohonan dispensasi jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata
masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan
dibawah umur. Pengadilan dalam hal ini mempunyai peranan penting

' Ibid., 26.

13 Siskawati Thaib, “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum
Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),” Lex Privatum, no. 9
(November 2017): 48-56,
https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1364664

% Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,
2016), 91.



dalam menentukan layak tidaknya calon suami istri yang masih
dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan dengan jalan
pemberian  dispensasi  sebagai  kelengkapan  syarat-syarat
perkawinan.®

Pengadilan Agama selaku lembaga peradilan terdiri atas
kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif
Pengadilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg
Jo 66. “yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat
pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan dengan surat
permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya.”
Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan untuk
mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama islam dibidang: Perkawinan,
Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadagah, dan Ekonomi
Syari’ah.’® yang dimana dalam hal ini dispensasi termasuk dalam
ranah atau ruang lingkup perkawinan.

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, kerap terjadi
kehamilan sebelum perkawinan sah yang dilakukan oleh anak-anak
atau remaja dibawah umur, akibatnya banyak masyarakat datang ke
Pengadilan Agama setempat untuk meminta dispensasi perkawinan
agar dapat melangsungkan pernikahan. Berdasarkan data pada tahun
2021 di Pengadilan Agama Tanjung Karang tercatat terdapat 33
perkara permohonan dispensasi kawin, salah satunya adalah kasus
dalam perkara nomor: 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk. yang menjadi fokus
penelitian penulis.

> Baihagi Muhamad, “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil
Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama
Kendal),” 15.

!¢ Ihwan Burhannudin, “Pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan
Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama
Sarolangun Pada No Perkara 25/PDT.P/2020/PA.SRL)” (Skripsi, Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 3.



Dalam Salinan putusan, anak kandung pemohon yang masih
berumur 17 tahun 2 bulan yang dimintakan permohonan dispensasi
oleh orang tua dari anak kandung pemohon di Pengadilan Agama
Tanjung Karang dan belum dikaruniai anak. Perkawinan tersebut
harus segera dilangsungkan karena keduanya telah lama berpacaran
selama lebih kurang 4 tahun dan wanita tersebut baru berumur 17
tahun 2 bulan dan calon mempelai wanita anak pemohon sudah
mendesak untuk dinikahkan, karena calon mempelai wanita Anak
Pemohon sudah hamil 4 bulan. Oleh karena itu para pihak keluarga
khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah
dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan
kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan mafsadat
yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera
dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu
tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan
perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang.
Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya.

Dalam hal ini hakim telah berusaha memberi nasehat dan
pandangan kepada pemohon, anak pemohon yang dimintakan
dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, tentang resiko
perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak
dalam masa pendidikan kesehatan diantaranya kesiapan organ
reproduksi, psikologi, psikis sosial, budaya, ekonomi dan potensi
perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada
pemohon disarankan untuk menunda menikah nya anaknya hingga
anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana
ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi
pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap melaksanakan
pernikahan atas dasar pihak keluarga dari kedua belah pihak telah
berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi,
sosial kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai.

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan: “Seseorang dianggap
sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah)
menikah. Berdasarkan konsep independence ini  Steinberg
menjelaskan bahwa anak yang sudah mencapai independence ia



10

mampu menjalankan atau melakukan sendiri aktivitas hidup terlepas
dari pengaruh kontrol orang lain terutama orang tua.

Kemandirian keluarga sangat penting bagi setiap pasangan yang
telah melakukan perkawinan. Kemandirian adalah “hasrat untuk
mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri”, apalagi pihak laki-laki
sudah dewasa dengan usia 19 tahun dan telah dewasa serta kondisi
kemampuan ekonomi sudah dikatakan cukup dan mampu yaitu
Rp.70.000-80.000 / hari.

Hakekatnya kemandirian berkeluaraga adalah sikap yang tanpa
menggantungkan sesuatu hal kepada orang lain. Kemandirian suatu
keluarga menentukan dalam pergaulan dalam kehidupan sosial
masyarakat. Keluarga yang mandiri pastilah akan membawa
keluarganya ke jalan yang tidak membebankan orang lain.

Dalam putusannya hal yang menjadi pertimbangan kuat hakim
dalam mengabulkan dispensasi kawin selain aspek maslahah juga
adalah adanya komitmen dari orang tua keduabelah pihak untuk ikut
bertanggung jawab terkait kebutuhan anak kedepannya dan hal ini
diwajibkan oleh hakim.

Semestinya orang tua tidak pelu ikut bertanggungjawab lebih
dalam terkait kondisi keluarga anaknya terkhusus secara ekonomi,
karena kondisi usia dan ekonomi silaki-laki juga dianggap sudah
mampu dan cukup, hal tersebut dapat menyebabkan semakin
maraknya perkawinan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah,
karena secara otomatis mereka akan berfikir bahwa hal tersebut
bukan suatu masalah karena akan ada dukungan dari orang tua
kedepannya.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, alasan tersebut
yang melatar-belakangi penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji
lebih jauh permasalahan tersebut yang diangkat dalam sebuah skripsi
ini yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang
Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil di luar Nikah
pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.” (Studi Putusan No.
137/Pdt.P/2021/PA.TnKk).
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah
yang ada dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. Maraknya wanita hamil yang mengajukan dispensasi.
b. Hampir semua permohonan dispensasi kawin di kabulkan
oleh Pengadilan Agama.
c. Dispensasi nikah terasa di perlonggar, sehingga hamper
semua permohonan di kabulkan.
2. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna,
dan mendalam maka penulis memandang permasalahan
penelitian yang diangkat perlu adanya batasan masalah. Oleh
karena itu penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan
dengan Analisis Yuridis Penafsiran Hakim Tentang Pemberian
Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil di luar Nikah pada
Pengadilan Agama Tanjung Karang. (137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)

D. Fokus dan Subfokus Penelitian
1. Peneltian ini difokuskan pada: pertimbangan hakim terhadap
pemberian dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar nikah.
2. Analisi yuridis tentang pemberian dispensasi nikah bagi anak
yang hamil di luar nikah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang

menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung
Karang tentang pemberian dispensasi nikah bagi anak yang hamil
di luar nikah.

2. Bagaimana analisis yuridis tentang pertimbangan hakim
Pengadilan Agama Tanjung Karang tentang pemberian
dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar nikah.
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F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang

hendak dicapai yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang
akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Tanjung Karang dalam pemberian dispensasi nikah bagi anak
yang hamil di luar nikah.

Untuk menganalisis secara yuridis tentang pertimbangan hakim
Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam pemberian dispensasi
nikah bagi anak yang hamil di luar nikah.

G. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
khasanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan diskusi
ataupun referensi bagi masyarakat luas dan khususnya bagi
mahasiswa Fakultas Syari’ah, serta dapat berguna bagi
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan
dengan Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang
Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil di luar
Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Secara Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi
pembaca pada umumnya Vyaitu tentang Analisis Yuridis
Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi
Anak yang Hamil di luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung
Karang, Serta dapat memberikan informasi ataupun masukan
pada penelitian yang dilakukan selanjutnya yang ingin
melanjutkan penelitian dibidang ini.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian,

ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang
peneliti lakukan, diantaranya:

1.

Muhamad Baihaqgi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Walisongo yang berjudul: “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena
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Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis di
Pengadilan Agama Kendal)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui apa alasan Hakim Pengadilan Agama Kendal
memberikan dispensasi nikah karena hamil dan untuk
mengetahui bagaimana hukum dispensasi nikah karena hamil
ditinjau dari aspek maslahat.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat
diketahui bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan dispensasi
nikah karena hamil mendasarkan pada kemaslahatan yang
bersifat daruriyyah bagi calon mempelai, yakni dalam hal
memelihara jiwa dan keturunan. dengan diberikannya dispensasi
nikah ini diharapkan kedua belah pihak dapat segera menikah,
sehingga anak yang dilahirkan kelak menjadi anak yang sah atau
mempunyai perlindungan hukum.

Persamaannya adalah terkait dengan penelitian yang juga
membahas mengenai apa alasan atau pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama (Kendal) dalam memberikan dispensasi nikah
karena hamil. Perbedaannya adalah Muhamad Baihagi meneliti
tentang apa alasan Hakim Pengadilan Agama Kendal
memberikan dispensasi nikah karena hamil dan bagaimana
hukum dispensasi nikah karena hamil ditinjau dari aspek
maslahat, sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana
Pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi nikah terhadap
anak dibawah umur yang hamil diluar nikah ditinjauan dari
Aspek Yuridis pada Pengadilan Agama Tanjung Karang”. (Studi
Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)."

2. Ali Mutakin, Lusi Marwati, “Analisis Pertimbangan Hakim
dalam Putusan No0.0253/Pdt.P/2016/PA.Pbg Tentang Dispensasi
Pernikahan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
ketetapan  putusan  No0.0253/Pdt.P/2016/PA.Pbg  tentang
dispensasi pernikahan.

7 Baihaqi Muhamad, “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil
Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis di Pengadilan Agama
Kendal),” TV.
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Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa temuan
artikel ini adalah beberapa pertimbangan yang menjadi acuan
Hakim dalam menetapkan putusan no. 0253/Pdt.P/2016/PA.Pbg
adalah 1) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. 2) berdasarkan bukti-bukti tertulis dan
keterangan dari kedua saksi. 3) berdasarkan kemaslahatan yang
hakiki.'®

Persamaannya adalah bahwa pada penelitiannya Ali
Mutakin dan Lusi Marwati juga membahas mengenai apa alasan
atau pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah
karena hamil. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Ali Mutakin dan Lusi Marwati adalah selain
kondisi calon mempelai laki-laki sudah memiliki pekerjaan yaitu
sebagai montir dibengkel motor telah memperoleh penghasilan
Rp. 1.350.000 per bulan dan tidak membutuhkan dukungan
khusus dari keluarga kedepan nya, penelitian sebelumnya juga
tidak spesifik membahas dari aspek yuridis terkait pertimbangan
hakim. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti selain
lebih spesifik membahas dari aspek yuridis terkait pertimbangan
haki, juga terkait kondisi mempelai laki-laki yang meskipun telah
memiliki pekerjan akan tetapi gaji yang dihasilkan masih kecil
yaitu Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, dan masih
sangat membutuhkan dukungan serta bantuan terkhusus masalah
ekonomi, juga sosial kesehatan, dan pendidikan.

3. Muhammad Panji Mahardika, Mahasiswa Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap
Kemaslahatan dalam Pertimbangan Hukum Penetapan ljin
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana
Kemaslahatan dalam pertimbangan hukum penetapan ijin

¥ Ali Mutakin, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.
025/Pdt.P/2016/PA.Pbg Tentang dispensasi Perkawinan,” Tasri' Jurnal Law, no.
1 (Januari 2022): 45-68, https://journal.stai-
nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/download/2/3



15

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan
Bagaimana Analisis yuridis terhadap Kemaslahatan dalam
pertimbangan hukum penetapan ijin dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa secara internal
pemohon mengajukan dispensasi nikah dengan alasan calon
mempelai sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan
dengan maksud sudah mempunyai keyakinan secara kuat untuk
dapat bertanggung jawab, sudah dalam kondisi hamil, adanya
kekhawatiran terjadi pelanggaran norma Agama. Faktor
eksterenal dikarenakan adanya Perundangan yang mengatur,
tertera pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan. Kemudian hakim dalam menetapkan dispensasi
nikah hanya memandang usur kemaslahatan. dalam pemberian
dispensasi nikah ini bertentangan dengan hak-hak anak yang
sudah tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."

Persamaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh
Muhammad Panji Mahardika membahas mengenai pemberian
izin dispensasi nikah yang di dalam nya terdapat juga
pembahasan dari aspek yuridis. Hal ini sebagaimana yang
peneliti bahas yaitu Analisis Yuridis Penafsiran Hakim Tentang
Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil di luar
Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang”. (Studi Putusan
No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk).

Perbedaannya adalah pada penelitian sebelum nya berfokus
pada bagaimana analisis yuridis terhadap Kemaslahatan dalam
Pertimbangan Hukum pada pemberian izin dispensasi nikah,
sedangkan fokus penelitian peneliti adalah membahas mengenai
analisis secara yuridis terkait apa saja yang menjadi
pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah

¥ Muhammad Panji Mahardika, “Analisis Yuridis Terhadap

Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan ljin Dispensasi Nikah Di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel, 2018), X.
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sebagaimana yang terdapat dalam putusan
(137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)

I.  Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan
dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas dalam suatu
penelitian untuk memperoleh dan membahas penelitian tersebut.
Maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris,
yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun
kelapangan.? penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang
dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi
yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.”* Dalam
penelitian ini akan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama
Tanjung Karang, selain itu penulis juga menggunakan buku-
buku yang terkait dalam pembahasan yang akan dikaji.
b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif
analitik, yaitu
suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data
kemudian disimpulkan.?
2. Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
berkaitan dengan subjek dari mana data tersebut didapatkan.
dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data
yaitu:
a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi
penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun

2 Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Banda Aceh: Ar-
Ruzz Media, 2011), 183.

2L Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja
Roska Karya, 2000), 40.

22 7ainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Edisi 1, C (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), 106.
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laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di
olah oleh peneliti.?® Imforman dalam penelitian ini adalah
hakim pengadilan agama Tanjung Karang.

b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, melainkan sifatnya
untuk mendukung keperluan sumber data primer tersebut.
Penulis peroleh dari kumpulan buku-buku, Al-quran, hadist,
jurnal ilmiah, dan hasil skripsi yang sesuai dengan
permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan
data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang
atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung
mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.”
Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah Hakim
Pengadilan Agama Tanjung Karang.

b. Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data
dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-
berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Metode Pengolahan Data
Data yang diperoleh diolah dengan cara:
a. Pemeriksaan data (editing)
yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah
cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan
masalah.
b. Penandaan data (coding)
yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan
jenis sumber data (buku literatur atau dokumen); pemegang
hak cipta atau urutan rumusan masalah.

c. Rekontruksi data (reconstruction)

yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan
sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan

2 Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,
Ed Rev. v (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

# Narbuko Cholid, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2017), 63.
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kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam
proses penelitian.
d. Sistematisasi data (systematizing)
yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan
sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan
permasalahan.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang
berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. dalam
analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif,
yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-
peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga
mempunyai sifat umum.

Sistematika Pembahasan
Agar pembahasan lebih sistematis, maka penulis perlu

melakukan penyusunan sisitematika pembahasan agar hasil penelitian

dapat dengan mudah di mengerti oleh pembaca. penulis akan
mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab pertama, berupa Pendahuluan, Pada bab ini penulis
mendeskripsikan format skripsi dengan komposisi Penegasan
Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan
Masalah, Fokus dan Subfokus Penelitian, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang
Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

2. Bab kedua, berisi Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan
memaparkan teori tentang usia perkawinan, yang terdiri dari usia
perkawinan menurut para ulama, usia perkawinan dalam aspek
yuridis, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014, dan Teori tentang Perkawinan wanita
hamil, yang terdiri dari Perkawinan wanita hamil menurut ulama,
Perkawinan wanita hamil menurut KHI. serta teori tentang
Dispensasi Nikah yang terdiri dari Pengertian dispensasi nikah,
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Dasar hukum dispensasi nikah, Alasan-alasan dispensasi nikah,
Syarat-syarat dispensasi nikah, dan dampak perkawinan anak di
bawah umur.

Bab ketiga, pembahasan perihal Sejarah Pengadilan Agama
Tanjung Karang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama, Struktur
organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang, Serta
pertimbangan hakim mengenai pemberian dispensasi nikah bagi
anak yang hamil di luar nikah.

Bab keempat, menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim
tentang pemberian dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar
nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Studi Putusan
No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk.

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup
dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan
dan rekomendasi dari peneliti.



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Usia Perkawinan
1. Usia Perkawinan Menurut Ulama
Usia pernikahan adalah wusia minimum dimana orang
diijinkan oleh Hukum untuk menikah, baik sebagai hak atau
kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian lainnya.
Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur’an terdapat 23
ayat. Tapi tidak ada satupun ayat yang menjelaskan batasan usia
nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan
dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam
Alquran, yaitu':
a. Surat an-Nur [24] Ayat 59
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“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka

hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang

sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan

ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.” (Q.s. an-Nur [24]: 59).

b. Surat an-Nisa’ [4] Ayat 6
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! Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan
Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” Al-Adalah
XII, no. 4 (Desember 2015): 807-26,
https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873
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“Dan wjilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur
untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah
cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada
mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak
yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu)
tergesagesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.
barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka
hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)
dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu
menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta
kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi
(tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah
sebagai Pengawas (atas persaksian).” (Q.s. al-Nisa’ [4]: 6)

Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai
dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan
ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi
keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-
laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan tanda
keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau
sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya
rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi’i bahwa batasan
baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi
perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan
mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai
dengan haidh.

Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena
itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur,
dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang
diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:
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“Dari Aisyah ra. dari Nabi Saw., bersabda: terangkat galam
(pertanggung jawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia
terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila
hingga ia siuman (sembuh), dan sadar”. (H.R. Ahmad dan Imam
Empat kecuali Timidzi).?

Berdasarkan hadis di atas, ciri utama baligh adalah dengan
tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan haidh bagi
peremuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan
baligh, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda baligh (alamat al-
baligh).

Secara ekplisit para fukaha tidak sepakat tehadap batas usia
minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa baligh bagi
seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya.

Ketentuan baligh maupun dewasa tersebut, menurut
sebagian  fukaha’ bukanlah persoalan yang dijadikan
pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan
pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam
Syafi’i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh
mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum
baligh), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada.
Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak
boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia
sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh
pernikahan Nabi Saw., dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan

2 Abdul Hasan Tagiyuddin Ali Bin Abdul Kafi As Subki, Irozul Hukmi
Min Hadltsi Rofa’al Qolam (Bairut: Darul Basyair Al Islamiah Li Thoba’ati Wan
Nasyari Wat Tahghzi’, N.D.).
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15 tahun. Batasan usia 6 tahun sebagaimana hadis yang
diriwayatkan Imam Muslim berbunyi'
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“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia
enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9
tahun, danbeliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (H.R.
Muslim).?
Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:
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“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw., untuk
ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun,
beliau tidak mengijinkan aku. Dan aku mengajukan kembali
kepada beliau ketika perang Khandag, waktu itu umurku 15
tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti

perang).”

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata
sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia
nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan
bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun,
meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun,
pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa.*

Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Rofig bahwa
Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun
sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya
pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air

> Muslim, Shahih Muslim (Jakarta: Dar Thya’ Al-Kutub Al-Arabiyyah,

2004), 595.

* Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya

Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” 811.
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mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun,
untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki
kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika
dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut,
dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: “Tanda-tanda
dewasa (baligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya
umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9
tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah
Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya
menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan
memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan
menjalankan shalat.’

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari
sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita,
boleh jadi didasarkan kepada nash hadis di atas. Kendatipun
dibolenkan harus melampirkan ijin dari pejabat. Ini
menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam
bersifat ijtihadi. disamping itu, pemahaman terhadap nash,
utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., pada saat
menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami beriringan
dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding
dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia
minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun
yang didasarkan kepada riwayat lbnu Umar, dan 9 tahun
didasarkan kepada pernikahan Rasulullah Saw., dengan
Aisyah. Berdasarkan hal ini, para madhab fikih berbeda
menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini:

Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil
merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi
karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh
kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-
laki. Imamiyah, Maliki, Syafi’i dan Hanbali mengatakan:

®> Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2000), 82-83.
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tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya
seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu
ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada
pada tubuh. Syafi’l dan Hanbali menyatakan: usia baligh
anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan
Maliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hanafi
menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas
tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.®
Pendapat Hanafi dalam usia baligh di atas adalah batas
maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas
tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak
perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki
dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau
mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak
perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh.’

2. Usia Perkawinan dalam Aspek Yuridis
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1947
pasal 7 ayat 1 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan bila
pihak pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai
usia 16 tahun”. Yang kemudian pada tahun 2019 diubah dan
disahkan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila
pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. dalam
perubahan kedua ini usia antara laki-laki dan perempuan
disamakan menjadi usia 19 tahun.

Menurut Yohana Yambise Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan perlindungan Anak tujuan dilakukan
perubahan Undang-Undang adalah untuk melindungi hak
anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera
sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak

® Dedi Supriyadi, Perbandingan Madzhab: Sebuah Pendekatan Baru

(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26.

" Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, Ed. 1 (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2003), 56-57.
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dengan praktik pernikahan usia dini. Pernikahan dini secara
faktual memiliki banyak dampak negatif. Plan Indonesia,
dalam penelitiannya menemukan bahwa pernikahan usia dini
mempengaruhi secara negatif masa depan perempuan, kerena
pernikahan usia dini akan membatasi gerak sang perempuan,
membuat mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai
hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut Usia

perkawinan pada Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1

tahun 1974 sebelum diubah memiliki pasal yang

bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak.
dalam Undang-undang perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 No

23 yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia

18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi

pada undang-undang perlindungan anak ini memberikan

penjelasan bahwa mereka yang masih usia 18 tahun masih
disebut sebagai anak-anak. dan dikatakan sudah bukan anak-
anak jika sudah berusia diatas 18 tahun. dalam hal ini orang
tua harus memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam

Undang-undang tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1

yang berbunyi

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab:

a. Untuk mengasuh, memelihara dan mendidik dan
melindungi anak

b. Menumbuh  kembangkan anak sesuai  dengan
kemampuan, bakat dan minatnya.

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
Disini orang tua juga harus berperan dalam mencegah
anak yang masih dibawah usia ketentuan menikah jika
sang anak menginginkan sebuah perkawinan.®
Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan

sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan

8 Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah, “Batas Usia Perkawinan Dalam
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” Jurnal llmiah Hukum Keluarga
Islam, no. 3 (2020): 1-15,
http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7371/6003.
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2)

undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang
harus dipatuhi oleh semua warga. Selain itu, untuk merevisi
dalam menentukan batasan usia yang akan melangsungkan
perkawinan pun membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu
sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan dengan beberapa
pertimbangan, salah satunya tertuang dalam konsiderans
Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan pada
usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh
kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya
hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak
pendidikan, dan hak sosial anak.’

Penegasan berikutnya tertuang dalam pasal sebelumnya
yaitu pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
“untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat
izin kedua orang tua”. Meskipun Batasan usia minimal yang
akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang
adalah usia 19 tahun, tetapi dalam pasal ini ditentukan
kembali bagi mereka yang belum mencapai umur usia 21
tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hukum  merupakan jaminan  bagi  kepastian
perlindungan anak. Sebagaimana Arief Gosita dalam
jurnalnya mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu
diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak
dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif
yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan
anak.™

° Mimin Mintarsih and Pirotu Sa’adah, “Batas Usia Minimal Perkawinan

Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam,” Jurnal
Muttagien, no. 1 (Juli 2020): 74-84, https://doi.org/10.52593/mtqg.01.1.05

"% Tyssa Yanuari et al., “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun

2014 Tentang Perlindungan Anak,” Jurnal Kewarganegaraan, no. 1 (Juni 2020):
10-16, https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/926
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah
individu dengan usia dibawah 18 tahun, sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.™*
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban

orang tua tercantum dalam pasal 26 yang berbunyi:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai
budi pekerti pada Anak.

Berdasarkan bunyi Pasal diatas jelas bahwa seorang
orang tua harus mendidik anak menjadi orang yang
berpribadi atau berkarakter yang dapat menentukan sendiri
jalan yang diinginkan. Selain mendidik atau melahirkan
bakat seorang anak, orang tua juga harus mencegah

Anak,”

1 RI Kemensesneg, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

uu Perlindungan Anak, 2014,

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.
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perkawinan usia dini yang jelas tercantum dalam Pasal 26
Undang-undang Perlindungan Anak."
B. Perkawinan wanita hamil
1. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan
bercampur. Menurut istilah syara™ ialah ijab dan gabul (akad)
yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan
yang diucapkan oleh Kkata-kata yang menunjukkan nikah,
menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkawinan
wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum
melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria baik
yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya.®

2. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Ulama

Menikahkan wanita hamil karena zinah dalam perspektif
fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak
memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian
masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka.

Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam
menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan
memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap
ketentuan Hukum Islam, insya Allah akan mengujudkan
kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin
hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di
luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya
maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.**

Imam Abu Yusuf dan Za’far berpendapat tidak boleh
menikahi wanita hamil karena zina dan tidak boleh berhubungan
seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari hubungan tidak

'2 Surianto, “Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,”
Journal Of Law And Policy Transformation, no. 5 (Desember 2020): 132,
https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/download/1379/1018/

3 Irmayanti Sidang, “Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang
Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar, 2018), 40-51.

!4 Ghazali, Fikih Munakahat, 124.
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sah dengan laki-laki lain maka haram menikahinya sebagaimana
haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan
hamil mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah
sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah
itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh
berhubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya.

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa boleh
hukumnya menikahi wanita hamil karena zina, tetapi dengan
syarat jika laki-laki yang menikahinya itu bukan laki-laki
yang menghamilinya, ia tidak boleh menggauli istrinya
sebelum melahirkan. Alasan mereka yang membolehkan
menikahi wanita hamil karena berdasar pada surat An-Nisa:
24,

Iy e &\&zﬁu/\@ikw\ Ll oo 23y 0
uwwﬁwrﬁ\,\; \rﬁswurﬁ
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“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan
yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan
perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas
kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-
perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan
hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka
karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka,
berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu
kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara
kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan.
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” Q.s.
an-Nisa’ [4]: 24).
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Oleh karena itu wanita hamil di luar nikah tidak
disebutkan dalam golongan wanita-wanita yang haram
dinikahi, maka hukumnya boleh dinikahi. Alasan sah untuk
dinikahi adalah karena wanita tersebut bukan termasuk
wanita yang haram untuk dinikahi, seperti alasan
pembolehan nikah bagi sesama pezina, dan alasan mengapa
tidak boleh digauli sebelum melahirkan adalah karena benih
(air sperma) yang dihasilkan dari perzinaan itu tidak
memiliki nilai kehormatan dibandingkan dengan benih yang
dikeluarkan dari persetubuhan yang dilakukan dalam ikatan
perkawinan yang sah. Sehingga benih hasil perzinaan
tersebut tidak dapat menyebabkan adanya hubungan nasab,
maka tidaklah pantas benih yang tidak terhormat itu
bercampur dengan benih yang terhormat. Larangan kawin
kepada kiasan ini bertujuan untuk menghindari percampuran
keturunan dalam satu rahim.™
Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapata bahwa wanita yang
berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil
atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak
hamil, istibra’nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita
budak istibra’nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik
wanita merdeka atau wanita budak istibra’nya sampai
melahirkan.  Dengan  demikian ulama  Malikiyyah
berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita
hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang
menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila
akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad
nikah itu fasid dan wajib difasakh.®

' Junawaroh, “Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam

(Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah),” Syakhsia : Jurnal Hukum

Perdata

Islam, no. 2 (Juli-Desember 2021): 331-356,

http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/3847.

6 Hamaedillah Memed, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan

Anaknya (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 37.
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3. Ulama Syafi’iah

Imam Syafi’i berpendapat bahwa hukum menikahi
wanita hamil di luar nikah ialah makruh, tetapi jika tetap
menikahinya maka Imam Syafi’i tidak menganggap batal
pernikahan mereka.

Mengenai alasan (illah) Imam Syafi’i memakruhkan hal
itu untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada
sebagian orang yang tidak membolehkan laki-laki itu
menikahinya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa hukum
perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah,
perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam
keadaan hamil. Baik perkawinan dengan laki-laki yang
menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilimya.

Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa tujuan utama
‘iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab, anak yang lahir
akibat hubungan di luar nikah nasabnya kembali kepada
ibunya. Dengan demikian tidak ada ‘iddah yang harus
dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah.

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa zina itu tidak
menetapkan keharamnya dalam mushaharah (menjalin
hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang
yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang
dizinahinya."”

4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak
sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik
dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi
dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah
memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa
iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan
kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam

Y Asman, “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi
Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hambal),”
Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, no. 1 (Januari 2020): 4,
https://doi.org/10.37567/shar-e.v6il1.9
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keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah.kedua, telah
bertaubat dari perbuatan zina.

Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh
dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah
baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi
dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang
menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah
jelas tidak bisa menjaga kehormatan wanita, dan apabila
tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang
menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk
tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut
bisa dilakukuan setelah wanita melahirkan anak yang
dikandungya sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah.*®

Yusuf Qardahawi yang mengatakan bahwa haram
menikahi perempuan yang berzina sampai ia bertobat dan
bersih dari kehamilan ditandai dengan haid minimal satu kali.

Pendapat ini di dasari oleh ayat Al-Qur’an dan Hadis
Nabi:
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“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan
pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan
pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan
pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang
demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” Q.s.
an-Nisa’ [4]: 24).

Ibnu Qudamah mendukung pendapat pertama ini
dengan mengangkat sebuah Hadis, bahwa pada zaman Nabi
terdapat seorang laki-laki yang menikah dengan seorang
perempuan kemudian didapati perempuan itu telah hamil.
Kemudian  Nabi  menyuruh  laki-laki  tadi  untuk
menceraikannya dan memberikan mas kawin dan perempuan

18 Memed, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya, 39.
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itu di dera sebanyak seratus kali. Berlandaskan hadis ini,
maka Ibnu Qudamah berpendapat bahwa seorang perempuan
yang hamil dikarenakan zina. Boleh dikawini jika perempuan
itu telah melahirkan kandungannya dan telah di jatuhi
hukuman dera.
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“Bahwasannya seorang laki-laki mengawini seorang
perempuan, maka ketika ia menggaulinya, ia mendapatkan
dalam keadaan hamil lalu ia melaporkannya kepada Nabi
SAW, maka Nabi menceraikan keduanya dan memberikan
kepada perempuan itu maskawin, kemudian didera sebanyak
seratus kali.”

Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani
berpendapat bahwa perkawinannya sah, tapi haram baginya
untuk melakukan senggama hingga bayi yang dikandungnya
lahir.*® Pendapat ini didasari oleh Hadis Nabi :

oz 2R |- 1N
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“Janganlah kamu menggauli perempuan yang hamil
sampai ia melahirkan.”

3. Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI
Perkawinan wanita hamil di Indonesia sudah terdapat aturan
khusus yang mengatur bagaimana pelaksanaan nya sebagaimana
yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia
yang disebutkan pada Bab V11l Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu:

9 Junawaroh, “Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam
(Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah),” 334-36.
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1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan
pria menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat

(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu

kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita

hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang
dikandung lahir.?°

Ketentuan Pasal 53 KHI tentang kebolehan melangsungkan
perkawinan bagi wanita hamil ini bisa dikategorikan
kontroversial karena akan melahirkan perdebatan dan silang
pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu
akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar
dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini
justru akan dijadikan payung hukum legalisasi perzinaan.

Pada dasarnya kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 KHI
tersebut sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis
dengan hukum Adat. Kompromi tersebut didasarkan agar
ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kehidupan
masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan
dalam suatu ungkapan: ‘“mengislamisasikan hukum Adat
sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat
kedalam Islam”. %

Dalam pasal 53 ini ‘urf digunakan sebagai pertimbangan
dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal KHI. Artinya pasal
yang aturan pelaksanaanya didasarkan pada kebiasaan
masyarakat. Dengan kata lain berfungsi sebagai pertimbangan
penyesuaian dalam melaksanakan aturan.

Namun disisi lain, Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan
sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi
solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk
segera melangsungkan perkawinan. Tidak jarang pula pernikahan

2 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Edisi Revi

(Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 15.

2 Harahap M. Yahya, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama

Dalam Sistem Hukum Nasional, Cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1999), 22.
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itu dilakukan pada saat perempuan tersebut sedang hamil karena
hubungan zina. Tujuannya pun bermacam-macam. Adakalanya
untuk menutupi aib keluarga perempuan tersebut. Atau juga
keluarga perempuan tersebut takut laki-laki yang menghamilinya
akan kabur dan tidak bertanggungjawab. Karena tidak jarang
laki-laki yang menghamili seorang perempuan di luar nikah akan
melarikan diri untuk melepaskan tanggungjawabnya.**

C. Dispensasi Nikah
1. Pengertian Dispensasi Nikah

Pembatasan umur dalam pelaksanaan perkawinan pada
dasarnya bertujuan supaya kedua calon suami dan istri yang
sudah dewasa tersebut dapat memikul tanggung jawab sebagai
kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga.?® Setelah 45 tahun
lamanya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula
menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk
menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan
menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki.
Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No.
13522/PUU-XV/2017, Regulasi Dispensasi dalam Penguatan
Aturan Batas Usia Kawin atas permohonan judicial review
terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitutional
dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan
dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, Pemerintah berharap

> M. Adib Hamzawi, “’Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia,”
Inovatif, no. 1 (Februari 2018): 11,
Http://Jurnal.laih.Ac.1d/Index.Php/Inovatif/Article/Download/63/51/

% Mohammad Yasir Fauzi, “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia
Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin,”
El-1zdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, no. 1 (Juni
2022): 38, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ellzdiwaj
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perubahan Undang-undang Perkawinan tersebut dapat menekan
angka perkawinan anak di bawah umur.**

Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang
diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam Undang-undang.
Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk Undang-
undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang
penting dapat diberi kebebasan. Dispensasi menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari aturan karena
adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban
atau larangan, sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus
hukum vyang ditulis oleh sudarsono adalah merupakan
pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu
keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan
atau kewajiban. Sama halnya pula sebagaimana disampaikan oleh
C.S.T. Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang
menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak
berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan tidak memberikan pengertian baik secara umum
maupun secara spesifik mengenai dispensasi perkawinan.
Pengertian dispensasi perkawinan diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 1 angka 5
menyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin
kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum
berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan
perkawinan.”

** Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas

Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” Al-Manhaj:
Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, no. 2 (Juli-Desember 2020): 133-66,
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478

> Sonny dkk Judiasih, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan

Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” Acta Diurnal :

Jurnal

llmu Hukum Kenotariatan, no. 2 (Juni 2020): 203-22,

http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive
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2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah
1. Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Udang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019:
a. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Derasnya tuntutan perubahan terhadap batas usia
dispensasi kawin menyebabkan terjadinya modernisasi
hukum perkawinan yang ditandai dengan lahirnya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut diawali

oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-

XV/2017 tanggal 13 desember 2018. Berawal dari

putusan mahkamah konstitusi tersebut lahirlah Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang disahkan oleh Presiden

Joko Widodo pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita
sudah mecapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan
umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang
tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat
meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan
alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti
pendukung yang cukup.

3) Pemberian dispensi oleh Pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan
pendapat kedua belah calon mempelai yang akan
melangsungkan perkawinan.

4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang
atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4)
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berlaku juga ketentuan mengenai permintaan
dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

2. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Dispensasi Kawin:

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
yaitu peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.
Perma memiliki fungsi yang kuat dan imperatif sesuai
dengan karakter hukum acara yang bersifat tetap dan tidak
boleh disimpangi. Perma merupakan regulasi tertinggi yang
diproduksi oleh Mahkamah Agung dalam menentukan arah
dan kebijakan dalam rangka mengawal tugas pokok dan
fungsi Mahkamah Agung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Fungsi mengadili.
2) Fungsi menguji peraturan per Undang-undangan

(judicial review).

3) Fungsi Pengaturan.

4) Fungsi memberi nasihat dan pertimbangan hukum.
5) Fungsi membina dan mengawasi.

6) Fungsi administrasi.

Fungsi pengaturan Mahkamah Agung adalah mengisi
kekosongan hukum, fungsi ini relevan dengan pasal 79
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung yang menegaskan:

“Bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut
hal-hal yang diperlukan bagi bagi kelancaran
penyelanggaraan Peradilan apabila terdapat hal-hal yang
belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

Mahkamah Agung memiliki wewenang membuat
peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan
hukum melalui Perma. Pelaksanaan Perma ada kalanya
membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait karena
pelaksanaan perma dilakukan bersama, misalnya Perma
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pedoman mengadili dispensasi kawin yang mengatur
prioritas pemeriksaan perkara dipersidangan.®
1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 53
Sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) di Indonesia yang disebutkan pada Bab VIII

Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan
dengan pria menghamilinya

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada
ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih
dahulu kelahiran anaknya

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita
hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak
yang dikandung lahir.?’

3. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah
Secara umum pengajuan permohonan dispensasi kawin
dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi
yakni:*®

a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang
masih dibawah umur, yang masing-masing sebagai
pemohon | dan pemohon 2 mengajukan permohonan
tertulis ke Pengadilan Agama.

b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat
tinggal Pemohon.

c. Pemohon harus memuat: 1) identitas para pihak (ayah
sebagai pemohon 1 dan ibu sebagai pemohon I, 2) posita
yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari
diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai

%8 Nanda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama
Nomor 0031/Pdt.P/2020/Pa.Twg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra
Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah),” 29-32.

" Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 15.

% Qafrin Salam, “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur:
Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam,” Pagaruyuang Law
Journal, no. 1 (Juli 2017): 110-24,
http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index.
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laki-laki atau perempuan, 3) petitum yaitu hal yang
dimohon putusannya dari pengadilan.
Adapun dokumen pelengkap lainnya yang harus dipenuhi

oleh Pemohon yakni:

a. Asli surat/kutipan akta nikah/duplikat kutipan akta nikah
pemohon;

b. Fotocopy kutipan akta nikai/duplikat akta nikah 2 (dua)
lembar

c. Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau
apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan
KTP maka surat keterangan domisili dari kelurahan
setempat
Kartu keluarga (bila ada)

. Akta kelahiran anak (bila ada)

f. Surat penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor
Urusan Agama (KUA) setempat.

Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah
PERMA No. 5 Tahun 2019 pada Pasal 2 dan 3

menyebutkan bahwa hakim mengadili  permohonan

Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

kepentingan terbaik bagi anak;

hak hidup dan tumbuh kembang anak;

penghargaan atas pendapat anak;

penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

non-diskriminasi;

kesetaraan gender;

persamaan di depan hukum;

keadilan;

kemanfaatan; dan

kepastian hukum.

Kemudian didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa

Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin

bertujuan untuk:

a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

b. menjamin  pelaksanaan sistem peradilan yang
melindungi hak Anak;

T STe he o0 o
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c. meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka
pencegahan Perkawinan Anak;

d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang
belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin;

e. mewujudkan standardisasi proses mengadili
permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

5. Alasan-Alasan Dispensasi Nikah

1. Alasan yang pertama, yang paling banyak mendasari
pengajuan dispensasi perkawinan adalah karena hamil
diluar nikah atau disebut juga Kehamilan Tidak Terduga
(KTD). Pergaulan bebas pada anak dan tidak dimilikinya
wawasan mengenai faktor apabila wanita yang sudah
mengalami pubertas melakukan pergaulan bebas akan
berujung pada hamil diluar nikah. Salah satu faktor
hakim mengabulkan suatu permohonan adalah karena
adanya keadaan yang mendesak. Kehamilan tidak
terduga menjadi salah satu alasan yang dianggap
mendesak bagi hakim dalam mengabulkan permohonan
dispensasi. Hal tersebut dikarenakan kehamilan tidak
terduga merupakan masalah yang serius dan tidak dapat
dicarikan alisan untuk menolak permohonan dispensasi
kawin. Hakim juga mempertimbangkan aspek
kemaslahatan, yang mana akan lebih banyak didapat
apabila permohonan dispensasi kawin dengan alasan
kehamilan tidak terduga dikabulkan. Alasannya yaitu
adalah demi kekepentingan si anak itu sendiri. Apabila
hakim menolak untuk mengabulkan permohonan,
dikhawatirkan  psikologis anak terutama pihak
perempuan akan terganggu.

2. Alasan kedua, tertinggi yaitu karena faktor ekonomi atau
faktor tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini
biasanya terjadi pada keluarga dengan latar belakang
ekonomi menengah kebawah. Keluarga dengan kondisi
ekonomi yang kesulitan menganggap bahwa menikahkan
anak adalah suatu solusi untuk mengurangi tanggung
jawab ekonomi keluarga.
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Keluarga atau orang tua merasa bahwa melepas
seorang anak untuk menikah mengurangi tanggung
jawab ekonomi keluarga dalam hal ekonomi keluarga.
Karena dengan menikah, nantinya anak terutama
perempuan akan beralih menjadi tanggung jawab
keluarga laki-laki atau suami yang menikahinya. Karena
keadaan ekonomi yang mendesak menyebabkan orang
tua tidak mengindahkan umur anak yang tidak sesuai
dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.
Karena bagaimanapun, faktor keharusan melepaskan
tanggung jawab dalam hal ekonomi lebih rumit
dibandingkan hanya sebatas mempermasalahkan umur
perkawinan bawah umur.

Alasan ketiga, adalah karena adanya kekhawatiran orang
tua terhadap anaknya. Hal ini juga memiliki korelasi
dengan pergaulan bebas yang berujung pada terjadinya
kehamilan tidak diduga. Orang tua merasa khawatir
dengan  pergaulan anaknya terutama  apabila
menghabiskan banyak waktu dengan lawan jenis. Alasan
tersebut menjadi dasar pertimbangan orang tua lebih
memilih untuk menikahkan anaknya meskipun belum
memenuhi syarat usia menikah ketimbang terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan kedepannya.

Alasan yang keempat, yaitu pengaruh yang sangat kuat
dari adat istiadat, kebiasaan, dan agama, pikiran
masyakarat yang masih belum terbuka atau percaya
dengan mitos-mitos lama bahwa apabila seorang anak
perempuan tidak menikah dalam kurun waktu atau usia
tertentu akan tidak laku atau tidak memiliki jodoh dan
tidak menikah kedepannya, ataupun agama Yyang
memperbolehkan perkawinan diusia dini atau ketika
sudah akil baligh. Bahwa perkawinan dianggap sebagai
salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk
kehamilan yang tidak diinginkan dan menghindari dosa,
serta “omongan” masyarakat akan status anak yang
dilahirkan nantinya. Terdapat beberapa kasus yang
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terjadi mengenai perkawinan bawah umur dan bahwa
yang menjadi alasan kuat orang tua mereka atau orang
tua calon mempelai ialah karena hal tersebut merupakan
jalan untuk menghindari zina dan pandangan buruk
masyarakat. Hal lainnya ialah karena adanya anggapan
bahwa lebih cepat menikah adalah lebih baik, terutama
karena perkawinan dibawah umur selalu diperkuat oleh
Norma-Norma Agama, Hukum, Negara serta Adat yang
terkait Budaya yang berkembang dalam masyarakat yang
melakukan perkawinan di bawah umur cenderung tidak
akan menanggapi kaidah-kaidah mengenai ketentuan
mengenai Hukum Perkawinan dalam Negara.

Alasan yang kelima, yaitu Letak geografis juga menjadi
faktor pengajuan Dispensasi Perkawinan di bawah umur
di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di wilayah
pedesaan cenderung menikah di bawah umur
dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di
perkotaan. Selain itu juga adanya anggapan biaya
pendidikan yang mahal menjadi alasan masyarakat desa
untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk
menikah saja.

Alasan yang keenam, yaitu mengenai ketidak setaraan
gender, ketidak setaraan gender tidak hanya terjadi
dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang
dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan
olen sistem dan aturan yang diterapkan hingga
mengakibatkan penamaan pada masyarakat bahwa
kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki.
Maka dari itu, seringkali perkawinan bawah umur yang
terjadi yaitu terhadap anak perempuan, bukan anak laki-
laki.

Faktor terakhir yaitu minimnya akses terhadap informasi
kesehatan reproduksi juga termasuk ke dalam mayoritas
alasan pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan
Agama. Minimnya akses terhadap informasi kesehatan
reproduksi pada sebagian masyarakat yang tidak
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mengetahui  bahwa perkawinan di bawah umur
berpotensi memiliki resiko yang tinggi. Rendahnya
keterbukaan informasi yang tepat, membuat remaja tidak
mengetahui risiko pilihan dalam menentukan yang terjadi
pada  reproduksinya. Dampak  lainnya  vaitu
kecenderungan ancaman kesehatan mental karena
perkawinan di bawah umur rentan terhadap adanya
kekerasan dalam rumah tangga.?®
6. Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur
Dampak positif adanya perkawinan pada anak diantaranya
adalah:
1. Terhindar dari perbuatan zina;

Suatu  pernikahan  adalah  bentuk  untuk
menghindari terjadinya perzinahan. Karena, perbuatan
zina merupakan perbuatan yang keji dan buruk. Dengan
melangsungkan pernikahan maka artinya merendahkan
pandangan mata dari lawan jenis yang diharamkan.

2. Memperjelas status anak yang membutuhkan seorang
ayah;

Pada kasus perkawinan anak yang terjadi akibat
adanya hamil diluar nikah dikabulkannya suatu
dispensasi kawin, memberikan kejelasan terhadap status
anak yang dikandung oleh ibunya.

3. Proses pendewasaan diri

Menikah pada usia dini artinya, mereka belajar
untuk memikul tanggung jawab sendiri. Pada anak yang
belum menikah, tanggung jawab yang dimiliki masih
terbilang kecil, karena segala urusan kehidupan anak
masih diatur oleh orang tua. Berbeda saat menikah
mereka lebih mengatur urusan mereka tanpa bergantung
pada orang tua.

Dampak negatif yang timbul akibat adanya
perkawinan anak diantaranya:

% Judiasih, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya

Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” 214-15.
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1. Dampak terhadap pelanggaran hukum dari ketetapan

Undang-undang yang berlaku di Indonesia;

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Pasal 7 ayat (1), meskipun telah
dibatasi usia kawin bagi calon mempelai baik
wanita maupun laki-laki namun, tetap saja pada
prakteknya bisa melakukan perkawinan dengan
adanya upaya pengajuan dispensasi kawin pada
Pasal 7 ayat (2).

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak pada Pasal 26 ayat (1) yang
seharusnya orang tua mencegah perkawinan pada
usia anak dan membantu mengasuh, merawat,
melindungi, mendidik serta memelihara mereka
sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya.

2. Dampak pendidikan;

Seorang anak vyang telah  melakukan
perkawinan di bawah umur cenderung tidak ingin
melanjutkan pendidikannya lebih tinggi lagi. Hal ini
disebabkan rendahnya minat belajar anak tersebut
karena, telah di sibukkan dengan urusan rumah
tangga.

3. Dampak psikologis;

Mental seorang anak yang penuh dengan
gejolak emosi, kemudian labilnya keadaan hati dan
pikiran serta pola pikir yang masih belum matang
dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Secara
psikis mereka belum mengerti betul tentang seks
yang baik dan benar bahkan belum siap untuk
melakukannya. Sehingga, anak akan mengalami
trauma psikis dalam jangka panjang dan sulit untuk
disembuhkan.

4. Dampak fisik;

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan yang
menikah di bawah umur lebih rentan terkena
penyakit kelamin, karena organ-organ yang dimiliki
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belum siap untuk melakukan hubungan seks terlalu
dini. Kehamilan pada ibu yang masih berusia remaja
lebih rentan menderita kekurangan darah (anemia)
baik saat mengandung maupun melahirkan. Hal
inilah, yang mengakibatkan kematian ibu tinggi.
Dampak sosial.

Dampak sosial ini maksudnya berkaitan dengan
sosial budaya dalam masyarakat yang menganut
patriarki gender. Patriarki maksudnya, laki-laki
memiliki kontrol/kendali utama dalam masyarakat,
sedangkan wanita hanya berpengaruh sedikit dalam
kehidupan bermasyarakat hingga pernikahan pun
termasuk dalam budaya ini, wanita hanya dianggap
sebagai pemenuhan hasrat laki-laki saja. Tentu saja
hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama
apapun termasuk Islam, karena seharusnya wanita
dihormati dan dihargai. Kondisi ini akan melekat dan
melahirkan kekerasan terhadap wanita.*

*® Tiara Prabawati Dewi and Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis Alasan

Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak,”
Jurnal Hukum 6, no. 3 (2019): 56-67.



BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada bab sebelumnya,
baik hasil wawancara serta Salinan putusan pada bab Il dan analisa
data pada bab IV maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai
berikut:

1. Pertimbangan Hakim pada perkara dispensasi kawin selain
berlandaskan pada aturan-aturan perUdang-undang yaitu
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan perubahannya
Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan batas
minimal usia menikah. Kemudian PERMA No. 5 tahun 2019
Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan
anak dan KHI Pasal 53 tentang ketentuan hukum perkawinan
wanita hamil dan selain itu dalam memutuskan perkara
dispensasi kawin hakim juga menimbang beberapa hal yaitu
Kemaslahatan dan kemudharatan yang didalamnya termasuk juga
kesiapan fisik dan ekonomi anak tersebut serta kekhawatiran
orang tua.

2. Pertimbangan Hakim telah sesuai dan tidak bertentangan dengan
hukum positif yang ada, dengan mempertimbangkan kebaikan
anak kedepannya. Akan tetapi nampaknya perlu dipertimbangkan
kembali mengenai pembebanan tanggung jawab sepenuhnya
kepada kedua orang tua, yang mana pendewasaan pada anak
sebagai bentuk akibat positif dari perkawinan usia dini haruslah
didukung dengan salah satunya caranya adalah dengan
memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar memikul
tanggung jawab sendiri dalam makna lain yaitu mandiri dalam
berkeluarga, sehingga dengan hal tersebut secara otomatis
membantu tujuan pemerintah dalam melakukan perubahan
terhadap Undang-undang Perkawinan tersebut yaitu agar dapat
menekan angka perkawinan anak di bawah umur.
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B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan,

peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Meskipun hakim dalam putusannya telah sesuai berdasarkan

dasar-dasar hukum yang ada, baik secara aturan perundangan
maupun dalam aspek lainnya, akan tetapi hendaknya pula dalam
mengabulkan setiap perkara dispensasi kawin tidak memukul rata
pertimbangan didalamnya, tidak hanya berfokus pada aspek
maslahat saja namun juga perlu dipertimbangkan pula seperti
asas kemandirian pada anak, sebagaimana yang dimaksud dalam
PP Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan
Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Kepada masyarakat secara umum dan kepada orang tua secara
khususnya agar lebih ekstra dalam mengawasi pergaulannya
anaknya baik sosial media ataupun sosial masyarakat, sebab
Fenomena pacaran merupakan praktik yang dapat menyebabkan
anak-anak muda rusak dan mengenal pergaulan bebas hingga
dapat berakibat hamil diluar nikah.
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